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ABSTRAK

Tindak pidana perkebunan merupakan salah satu bentuk tindak pidana
khusus yang sering terjadi di wilayah perkebunan, khususnya berkaitan dengan
perbuatan memanen, memungut, atau mengambil hasil perkebunan tanpa hak atau
tanpa izin dari pihak yang berwenang. Dalam penanganannya, penyidikan tindak
pidana perkebunan tidak hanya menuntut pembuktian terhadap unsur-unsur tindak
pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang
Perkebunan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas due process of
law dalam tahap penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat,
konstruksi hukum yang dibangun oleh penyidik dalam menetapkan tersangka
tindak pidana perkebunan, serta kendala yuridis dan praktis yang dihadapi
penyidik dalam menerapkan asas due process of law pada penyidikan tindak
pidana perkebunan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum
empiris dengan pendekatan studi kasus. Sumber data terdiri atas data primer yang
diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Kepolisian Resor Langkat dan data
sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, Berita Acara
Pemeriksaan, literatur hukum, serta dokumen hukum lain yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi
lapangan, sedangkan analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penerapan asas due process of law dalam
penyidikan tindak pidana perkebunan di Polres Langkat telah dilaksanakan
melalui pemeriksaan saksi, pemeriksaan tersangka, pemberitahuan hak-hak
tersangka, pengamanan barang bukti, serta penyusunan Berita Acara Pemeriksaan
sesuai prosedur hukum acara pidana. Telah, penerapannya masih cenderung
bersifat formal-administratif, sehingga perlu diperkuat secara substantif, terutama
dalam memastikan pemahaman tersangka terhadap hak atas bantuan hukum dan
hak untuk memberikan keterangan secara bebas.

Konstruksi hukum penyidik dalam menetapkan tersangka dibangun
melalui hubungan antara perbuatan mengambil atau memungut hasil perkebunan,
objek berupa tandan buah sawit, status areal perkebunan, unsur tanpa izin,
keterangan saksi, keterangan tersangka, dan barang bukti. Kendala yang dihadapi
penyidik meliputi pembuktian status lahan atau areal perkebunan, pembuktian
unsur tanpa izin, ketergantungan pada saksi dari pihak perkebunan, keterbatasan
pemahaman tersangka terhadap hak-haknya, serta hambatan koordinasi dalam
melengkapi dokumen pendukung.
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ABSTRACT

Plantation crimes are a form of special criminal offense that frequently
occurs in plantation areas, particularly in relation to harvesting, collecting, or
taking plantation products without authorization or permission from the
authorized party. In handling such cases, the investigation of plantation crimes
requires not only the establishment of the elements of the criminal offense as
stipulated in Law Number 39 of 2014 concerning Plantations.

The objective of research is to analyze the application of the principle of
due process of law at the investigation stage of plantation crimes at Langkat
Police Resort, the legal construction developed by investigators in determining
suspects in plantation crimes, and the juridical and practical obstacles faced by
investigators in applying the principle of due process of law in the investigation of
plantation crimes. The type of research used is empirical legal research with a
case study approach. The data sources consist of primary data obtained through
interviews with investigators at Langkat Police Resort and secondary data
obtained from laws and regulations, Investigation Reports, legal literature, and
other relevant legal documents.

Data collection techniques were carried out through literature study and
field study, while data analysis was conducted descriptively and qualitatively. The
results of the research show that the application of the principle of due process of
law in the investigation of plantation crimes at Langkat Police Resort has been
implemented through witness examinations, suspect examinations, notification of
the suspect's rights, securing evidence, and preparation of Investigation Reports
in accordance with criminal procedural law. has, its application still tends to be
formal and administrative in nature, and therefore needs to be strengthened
substantively, particularly in ensuring that suspects understand their right to legal
assistance and their right to provide statements freely.

The legal construction developed by investigators in determining suspects
is established through the relationship between the act of taking or collecting
plantation products, the object in the form of fresh fruit bunches of oil palm, the
status of the plantation area, the element of acting without authorization, witness
testimony, the suspect's statement, and physical evidence. The obstacles faced by
investigators include proving the status of the land or plantation area, proving the

acting without authorization, dependence on witnesses from the
. plantati ipany, limited understanding of suspects regarding their rights, and
oordination
6

bstacles in completing supporting documents.
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